
Patroli  Gabungan  Tertibkan
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di
Bombana
BOMBANA, SULTRANET.COM  – Aparat gabungan dari Polres Bombana dan
Kodim 1431/Bombana melakukan penyisiran dan penertiban terhadap aktivitas
penambangan emas ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. AABI
dan PT. PLM di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten
Bombana. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa pagi, 15 April 2025.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bombana, Kompol
Idham Syukri, S.Pd.I., MM, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menindak aktivitas tambang tanpa izin
yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak lingkungan.

“Kegiatan  ini  kami  lakukan  bukan  untuk  menghalangi  masyarakat  mencari
nafkah,  tetapi  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  pertambangan  di
wilayah ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Kompol
Idham saat memberikan arahan kepada personel sebelum operasi dimulai.

Sebelum pelaksanaan patroli, Kompol Idham mengingatkan seluruh personel agar
mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Ia menegaskan, penggunaan
senjata api dilarang kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan.
Penertiban dilakukan dengan menghindari kekerasan dan lebih mengutamakan
pembinaan terhadap masyarakat.

Meski tidak ditemukan aktivitas penambangan saat penyisiran berlangsung, tim
gabungan menemukan beberapa tenda bekas yang diduga digunakan oleh para
penambang ilegal.  Temuan tersebut  menjadi  indikator  bahwa lokasi  tersebut
sebelumnya telah dijadikan tempat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Polres Bombana menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan patroli rutin
di wilayah tersebut guna mencegah aktivitas ilegal kembali terjadi.  Upaya ini
merupakan bagian dari langkah preventif yang lebih luas untuk menekan angka
pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
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Sebelum turun melakukan penertiban, Polres Bombana juga telah melaksanakan
sosialisasi  kepada  warga  selama  dua  hari  berturut-turut.  Dalam  kegiatan
tersebut, aparat kepolisian menggandeng pemerintah desa setempat, termasuk
Kepala Desa Wumbubangka, untuk mengimbau masyarakat agar menghentikan
segala bentuk aktivitas tambang ilegal.

“Kami  tidak  melarang  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan,
selama  semua  prosesnya  memiliki  legalitas  yang  jelas  dan  sesuai  ketentuan
hukum.  Justru  kami  siap  mendampingi  apabila  ada  masyarakat  yang  ingin
mengurus izin secara sah,” ujar Kompol Idham.



Menurutnya,  aktivitas tambang ilegal  tidak hanya merugikan negara dari  sisi
penerimaan, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan
dan konflik sosial dengan pihak perusahaan pemegang izin resmi.

Tindakan penertiban ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik
horizontal di tengah masyarakat, yang selama ini rawan terjadi akibat perebutan
lahan dan tumpang tindih klaim kepemilikan wilayah tambang. Selain itu, dengan
tidak  adanya  pengawasan  serta  studi  dampak  lingkungan,  aktivitas  tambang
ilegal dinilai sangat membahayakan ekosistem dan keselamatan warga sekitar.

Kompol  Idham  berharap,  upaya  penertiban  ini  menjadi  momentum  untuk
membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, bahwa aktivitas ekonomi
harus dijalankan secara bertanggung jawab, legal, dan memperhatikan dampak
sosial serta lingkungan.

“Langkah ini bukan akhir, tetapi bagian dari proses panjang untuk menciptakan
situasi pertambangan yang aman, tertib, dan memberi manfaat jangka panjang,
baik bagi masyarakat maupun negara,” pungkasnya.



Dengan  pendekatan  humanis  dan  langkah  persuasif  yang  telah  dilakukan
sebelumnya, aparat berharap masyarakat dapat beralih kepada praktik tambang
yang lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi. Pemerintah dan aparat keamanan
membuka ruang dialog dan kerja sama jika ada keinginan dari masyarakat untuk
mengembangkan potensi pertambangan secara legal dan terstruktur.

Wispora  Bombana  Dukung
Gerakan Berani Bersih Wonuaku
Bombana, sultranet.com – Gerakan kebersihan lingkungan terus digaungkan
Pemerintah Kabupaten Bombana. Memasuki hari kedua pelaksanaan kerja bakti
di  Taman  Moico,  Dinas  Pariwisata,  Kepemudaan  dan  Olahraga  (Wispora)
Bombana kembali turun tangan, membersihkan area publik yang menjadi ikon
kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Gerakan
Berani Bersih Wonuaku”, yang juga menjadi salah satu program unggulan dalam
100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan
Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kegiatan berlangsung sejak pagi hari, Selasa, 15 April
2025.

Sejak pukul 07.00 WITA, puluhan pegawai Wispora terlihat aktif membersihkan
jalur pejalan kaki dan mengangkut sampah di sekitar taman. Aksi ini tak hanya
menjadi  wujud  tanggung  jawab  pemerintah,  tapi  juga  dorongan  moral  bagi
masyarakat untuk terlibat menjaga kebersihan ruang bersama.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa
Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menuturkan bahwa kerja bakti ini menjadi langkah awal
menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya ruang hijau dan lingkungan
yang sehat.

“Kami ingin memberikan contoh nyata bahwa taman dan ruang publik adalah
milik  bersama.  Melalui  Gerakan  Berani  Bersih  Wonuaku,  kami  berharap
masyarakat dapat ikut ambil bagian menjaga kebersihan dan keindahan daerah
kita,” kata Anisa di sela kegiatan.
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Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pembenahan
wajah kota yang selama ini menjadi perhatian khusus Bupati Burhanuddin. Ruang
publik yang bersih dan tertata rapi dinilai dapat menciptakan kenyamanan dan
membangun citra positif daerah.

Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri dicanangkan sebagai upaya membangun
budaya  hidup  bersih  di  tengah  masyarakat  Bombana.  Selain  Taman  Moico,
sejumlah  titik  lainnya  telah  masuk  dalam  daftar  lokasi  kerja  bakti  selama
beberapa  hari  ke  depan.  Lokasi  yang  menjadi  prioritas  pengembangan  akan
ditangani secara bergilir agar manfaat kegiatan ini bisa dirasakan secara merata
oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana meyakini bahwa pembangunan tidak hanya soal
infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hidup dalam lingkungan
yang bersih  dan  sehat.  Budaya  kebersihan  harus  ditanamkan sejak  dini  dan
dijadikan gaya hidup kolektif, mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja.

Gerakan  ini  juga  menjadi  bagian  dari  pendekatan  sosial  yang  mendorong
partisipasi warga, dengan melibatkan langsung OPD dan masyarakat dalam kerja
bakti  rutin.  Hal  ini  dinilai  efektif  dalam  mempererat  hubungan  sosial  dan
menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum.

“Kalau kita ingin daerah kita maju, maka kita harus mulai dari hal yang paling
sederhana. Membersihkan taman, menjaga kebersihan drainase, itu semua bagian
dari membangun Bombana yang kita cintai ini,” lanjut Anisa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa
perawatan ruang publik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung
jawab bersama. Pemerintah berharap masyarakat terus terlibat aktif, tak hanya
dalam kerja  bakti,  tetapi  juga  menjaga  keberlanjutan  kebersihan  lingkungan
secara mandiri.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, Pemerintah
Kabupaten Bombana melalui Dinas Wispora mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari karakter daerah yang maju dan
berdaya saing.

Bersih  bukan  sekadar  slogan,  tapi  tindakan  nyata  yang  bisa  dimulai  dari
lingkungan  terdekat.  Dan  Taman  Moico  hari  ini  menjadi  saksi  nyata  dari



komitmen tersebut.

Kolut  Dorong  Lima  Usulan
Prioritas  di  Musrenbang  Sultra
2025
Baubau,  sultranet.com  –  Wakil  Bupati  Kolaka  Utara,  H.  Jumarding,  SE.,
menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Sultra  2025–2029,  yang
berlangsung  di  Kota  Baubau,  Senin,  14  April  2025.

Didampingi  oleh  Kepala  Dinas  Kesehatan  Irham,  SKM.,  M.Kes.,  Sekretaris
Bappeda Muh. Fadly, serta dua Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara, kehadiran
Wabup Jumarding menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara dalam menyampaikan aspirasi daerah secara langsung di forum strategis
tersebut.

Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr.
Ribka Haluk, dan turut dihadiri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta Wakil
Gubernur Sultra, Ir. Hugua, Wabup Kolut menyampaikan lima usulan program
prioritas pembangunan yang diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah Provinsi
Sultra.

“Setidaknya ada lima usulan skala prioritas yang kami bawa ke Musrenbang kali
ini,  menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera direspon
oleh provinsi,” ujar Jumarding dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Kelima  usulan  tersebut  meliputi  pengaspalan  jalan  provinsi  pada  ruas  Batu
Putih–Porehu dengan target  sepanjang 5  hingga  10  kilometer,  pembangunan
tambatan labuh kapal nelayan di dua titik, yakni Desa Bahari Kecamatan Tolala
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dan Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha, dengan prioritas awal penanganan di
Desa Bahari,  pembangunan tambatan labuh kapal fiber di  Tobaku Kecamatan
Katoi,  pembangunan fasilitas terminal di wilayah Lacaria Kecamatan Lasusua,
serta rehabilitasi irigasi tambak D.I.T Pakue sepanjang 2 kilometer yang jika tidak
tertampung dalam tugas pembantuan akan diusulkan melalui APBD Provinsi.

Lebih lanjut, Jumarding juga menyebutkan adanya tiga program tambahan yang
diusulkan  jika  anggaran  provinsi  memungkinkan.  Program  tersebut  yakni
rehabilitasi 30 unit rumah tidak layak huni di Desa Lawata Kecamatan Pakue
Utara  yang  melekat  pada  unit  kerja  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, optimalisasi Sistem Penyediaan Air
Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kecamatan Lambai dengan kapasitas 15
liter per detik, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) non-
perpipaan di kawasan strategis.

“Kami berharap, selain lima prioritas utama, tiga usulan tambahan ini juga bisa
mendapat perhatian, sebab menyentuh langsung aspek dasar pelayanan publik
seperti tempat tinggal dan akses air bersih,” ujar politisi Demokrat itu.

Kepala Bappeda Provinsi  Sultra,  J.  Robert,  dalam keterangannya menjelaskan
bahwa selama rangkaian Musrenbang dan Rakortekbang Sultra 2025, pihaknya
menerima total 2.232 usulan dari seluruh kabupaten dan kota. Setelah proses
perumusan dan pengkajian, usulan tersebut dikerucutkan menjadi 49 program
skala  prioritas  dengan tambahan 16  usulan  yang akan  dikoordinasikan  lebih
lanjut antar instansi teknis.

Gubernur  Sultra,  Andi  Sumangerukka,  menekankan  pentingnya  perencanaan
pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar
keinginan birokrasi. “Jangan orientasi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan
kemauan dan kebutuhan. Kita ingin yang bersifat bottom-up, berorientasi pada
pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo
Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa keterlibatan langsung
kepala  daerah  dalam  Musrenbang  adalah  wujud  sinergi  dan  keseriusan
pemerintah  daerah  untuk  memastikan  kepentingan  masyarakat  Kolut
diakomodasi  dalam  kebijakan  provinsi.

“Pak Wabup datang langsung bersama tim teknis untuk menyampaikan usulan



berdasarkan hasil penjaringan aspirasi di lapangan. Ini bentuk komitmen Kolut
untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya program
rutin,” kata Syahlan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat,”  dengan  menghadirkan  para
kepala daerah se-Sultra serta stakeholder dari berbagai sektor, sebagai forum
konsolidasi dan sinergi lintas wilayah untuk menyusun arah pembangunan jangka
menengah Sulawesi Tenggara yang lebih terukur dan merata.

Pemkab Kolut Dukung Penuh Arah
Pembangunan Sultra 2026
Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE.,
menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan
berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum  strategis  tahunan  tersebut  menjadi  wadah  penting  untuk  menyerap
aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan
pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara
resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur
Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan
perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan  mengusung  tema  “Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Inklusif  dan
Berkelanjutan  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat,”  Musrenbang  kali  ini
menitikberatkan pada sinergi  lintas  sektor  dan kolaborasi  antardaerah dalam
menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil
di lapangan.
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Wakil  Bupati  Kolaka  Utara,  H.  Jumarding,  dalam keterangannya  menyatakan
dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam
forum  tersebut.  Ia  menegaskan  bahwa  Kolaka  Utara  siap  bersinergi  dan
berkontribusi  aktif  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  daerah  demi
kesejahteraan  masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah
yang  berkelanjutan,  khususnya  dalam  sektor  ekonomi,  pendidikan,  dan
infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara
masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan
Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa
kehadiran  Wakil  Bupati  Kolaka  Utara  dalam  Musrenbang  bukan  sekadar
representasi  formal,  namun  juga  wujud  nyata  dari  komitmen  daerah  dalam
membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang
lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana
kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami
berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian
dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi  Sultra ini  juga menjadi ruang konsultasi  terbuka antara
pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  kabupaten/kota,  serta  unsur
masyarakat,  akademisi,  hingga  pelaku  usaha.  Tujuannya  adalah  merumuskan
program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke
depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil  Menteri  Dalam Negeri,  Ribka  Haluk,  dalam sambutannya  menekankan
pentingnya  partisipasi  aktif  dari  seluruh  unsur  pemerintah  daerah.  “RPJMD
adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi
rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para
kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.



Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk

Sementara  itu,  Gubernur  Andi  Sumangerukka  menyampaikan  bahwa  RPJMD
Sultra  2025–2029  akan  menekankan  pada  pembangunan  ekonomi  berbasis
potensi  daerah,  penguatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  serta  peningkatan
layanan publik berbasis digital.



Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah
disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang
konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal
dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

DPPKB  Bombana  Gelar  Kerja
Bakti  Dukung  Gerakan  Berani
Bersih Wonuaku
Bombana,  sultranet.com  –  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam
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rangka  mendukung  Gerakan  Pekan  Berani  Bersih  Wonuaku.  Kegiatan  ini
dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan
seluruh  staf  DPPKB,  baik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Pegawai  Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT).
Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul
Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor:
000.1.5/1713  tertanggal  11  April  2025  dari  Bupati  Bombana.  Dalam  surat
tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala
desa  se-Kabupaten  Bombana  dihimbau  untuk  melaksanakan  kegiatan  gotong
royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00
WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga
kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk
tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan
terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih
dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia  menambahkan  bahwa  kerja  bakti  bukan  hanya  sekadar  rutinitas  fisik
membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong
yang menjadi warisan nilai  luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong
harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar
mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui
kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan
dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan
dan  merapikan  berbagai  sudut  Ruang  Terbuka  Hijau.  Mulai  dari  memungut
sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di
sekitar  lokasi.  Suasana  kerja  bakti  berlangsung  penuh  semangat,  dengan
kebersamaan  yang  terpancar  dari  wajah  para  peserta.

Tak  hanya  menjadi  ajang  kebersihan,  kerja  bakti  ini  juga  menjadi  sarana
mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda
dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas



membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan
dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi
aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan
sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga
menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan
dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap,  semangat seperti  ini  bisa menular ke seluruh OPD dan
masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu
pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui
aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya
baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja  bakti  DPPKB Bombana  di  RTH ini  menjadi  salah  satu  bentuk  konkret
bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam
membangun lingkungan yang bersih, sehat,  dan berkelanjutan untuk generasi
mendatang.

Seleksi Paskibraka Bombana 2025
Dimulai,  136  Siswa  Lolos
Administrasi
Bombana, sultranet.com  –  Seleksi  calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka)  Kabupaten  Bombana  Tahun  2025  resmi  dimulai.  Kegiatan
pembukaan seleksi  dilaksanakan di  Aula SMA Negeri  3 Bombana dan dibuka
langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar,
MM.Kes. (14/4)
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Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  para  peserta  seleksi,  kepala  sekolah  dan  guru
pendamping SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bombana. Selain itu, tim penilai terdiri
dari perwakilan Badan Kesbangpol, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan juga turut
hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif dan profesional.

Dalam sambutannya,  dr.  Sunandar  menegaskan  pentingnya  transparansi  dan
integritas dalam proses seleksi. Menurutnya, tahapan seleksi Paskibraka tahun ini
telah mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan harapan
melahirkan generasi muda terbaik yang akan menjadi bagian dari perayaan HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

“Seleksi ini dimulai dari tahapan administrasi sejak 10 hingga 24 Maret 2025.
Dari 235 siswa yang membuat akun Paskibraka, sebanyak 187 siswa mengunggah
berkas  lengkap.  Setelah  diverifikasi,  136  siswa  dinyatakan  lulus  seleksi
administrasi,  sedangkan  51  lainnya  tidak  memenuhi  syarat,”  jelas  Sunandar.

Dari  136 siswa yang lolos administrasi,  terdiri  dari  79 peserta putra dan 57
peserta  putri.  Mereka  akan  mengikuti  serangkaian  tahapan  seleksi  lanjutan,
termasuk tes Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dimulai langsung usai
pembukaan. Proses seleksi lanjutan ini akan berlangsung hingga 18 April 2025.

Seluruh rangkaian seleksi bertujuan untuk menyaring 76 peserta terbaik yang
nantinya akan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun
2025. Selain itu, panitia juga akan memilih empat peserta terbaik, yakni dua
putra  dan  dua  putri,  untuk  mewakili  Bombana  ke  tingkat  Provinsi  Sulawesi
Tenggara.

“Kami ingin peserta yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki jiwa
nasionalisme, kepemimpinan, serta mental disiplin yang baik. Mereka harus siap
bersaing dengan wakil dari 16 kabupaten dan kota lainnya di tingkat provinsi,”
ujar Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bombana.

Ia  juga  berharap  pelaksanaan  seleksi  tahun  ini  berjalan  lebih  baik  dari
sebelumnya. “Ini  adalah tahun kedua Badan Kesbangpol menjadi penanggung
jawab kegiatan Paskibraka. Semoga dengan pengalaman yang ada, proses tahun
ini bisa berjalan lebih baik dan semakin profesional,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui  Badan Kesbangpol  terus  mendorong



keterlibatan aktif para pemuda dalam kegiatan kebangsaan. Seleksi Paskibraka
bukan  hanya  soal  fisik  dan  baris-berbaris,  tapi  juga  membentuk  karakter
kepemimpinan  dan  rasa  cinta  tanah  air  di  kalangan  generasi  muda.

Dengan  semangat  nasionalisme  dan  sportivitas,  diharapkan  seluruh  peserta
mengikuti  setiap  tahapan  seleksi  dengan  maksimal.  Proses  ini  tidak  hanya
menjadi  ajang  seleksi,  tetapi  juga  pengalaman  berharga  dalam  membentuk
kepribadian dan wawasan kebangsaan.

Dinas  Pertanian  Bombana
Klarifikasi  Temuan  BPK  Terkait
Pengadaan Sapi
BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan
klarifikasi  terkait  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan
Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran
2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi
Rakyat  Indonesia  (FRI)  Komite  Bombana,  yang akan digelar  di  Kantor  Dinas
Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan
bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak
dan  telah  mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Namun,  menurutnya,  saat  BPK
melakukan  pemeriksaan  lapangan,  para  peternak  tidak  mendapatkan
pemberitahuan lebih awal.  Akibatnya,  sebagian sapi  dalam kondisi  dilepas di
padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya
karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini
yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal  tersebut,  BPK RI  Perwakilan Sultra  kemudian merekomendasikan
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kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi
yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai
dengan  dokumen  pengadaan.  Dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  yang
ditandatangani  oleh  tim  Inspektorat  dan  Kepala  Inspektorat  Ridwan,  S.Sos.,
M.PW,  serta  telah  ditembuskan  kepada  Pj.  Bupati  Bombana  dan  BPK  RI
Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah
diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung
Tengah yang berlokasi  di  Desa Akacipong,  Kecamatan Poleang Selatan,  telah
diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15
ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima
bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor
sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta
bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap
jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi  hingga pencopotan Kepala
Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap
semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan
ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini
telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto,
berita  acara,  dan  kelengkapan  lainnya  tersedia.  Kami  siap  jika  diminta
menyerahkan  semuanya,”  jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya
pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  peternak  di  wilayah
Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh
untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.



“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat.
Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata
Hasbi.

Dengan  adanya  klarifikasi  ini,  Dinas  Pertanian  Bombana  berharap  publik
mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak
semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat
agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.
Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,”
pungkas Hasbi.

Bombana Dorong Sinergi Program
Pangan  Lewat  Rakortekrenbang
Sultra 2025
Baubau,  sultranet.com  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  menunjukkan
komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui  partisipasi  aktif
dalam Rapat Koordinasi  Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi
Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan
dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan
Kabupaten  Bombana,  Herni,  S.IP.,  menjadi  salah  satu  peserta  yang  aktif
memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan
pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional,
terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan
bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan
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perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih
efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara
pemerintah  kabupaten/kota  dengan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan
arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong
bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan
pangan  yang  kini  menjadi  perhatian  besar  di  tengah  ancaman  krisis  iklim,
ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten
Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat
sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan
jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni  menjelaskan  bahwa  tantangan  ketahanan  pangan  di  Bombana  sangat
kompleks.  Selain keterbatasan lahan produktif  di  beberapa kecamatan,  faktor
cuaca  ekstrem  dan  distribusi  hasil  pertanian  yang  belum  merata  turut
memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor
dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui  forum ini,  kita  bisa  menyampaikan aspirasi  daerah dan memastikan
bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam
perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang  Sultra  2025  juga  menekankan  pentingnya  pendekatan
perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk
memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM
perencana  agar  mampu  merespons  dinamika  pembangunan  yang  semakin
kompleks.

Dalam  forum  tersebut,  seluruh  perwakilan  kabupaten/kota  diminta
mempresentasikan  isu  strategis  di  daerah  masing-masing,  termasuk  capaian,
kendala,  serta  rencana  intervensi  yang  akan  dilakukan.  Hasil  dari
Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  berharap  Rakortekrenbang  ini  dapat



menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang
responsif,  partisipatif,  dan  berkelanjutan.  Termasuk  di  dalamnya  adalah
penguatan  sektor  pangan  sebagai  fondasi  kemandirian  ekonomi  daerah.

Dengan keterlibatan aktif  perangkat daerah seperti  dari Kabupaten Bombana,
Rakortekrenbang  tidak  hanya  menjadi  forum  seremonial,  tetapi  juga  ruang
aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang
lebih tangguh dan mandiri secara pangan.

DPPKB Bombana Gelar Pelayanan
KB Gratis di Pulau Kabaena
Bombana,  sultranet.com  –  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Berencana  (DPPKB)  Kabupaten  Bombana  menggelar  pelayanan  Keluarga
Berencana (KB) gratis di Pulau Kabaena sebagai bagian dari dukungan terhadap
program  100  hari  kerja  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bombana.  Pelayanan  ini
berlangsung  selama  dua  hari  di  dua  titik,  yakni  Desa  Batuawu,  Kecamatan
Kabaena Selatan dan Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada Rabu dan Kamis,
9–10 April 2025.

Kegiatan ini melibatkan enam kepala UPTD Balai Penyuluh KB, para penyuluh KB
(PKB dan PLKB), serta seluruh staf dan tenaga PPPK yang bertugas di wilayah
Pulau  Kabaena.  Mereka  secara  langsung  memberikan  layanan  kepada
masyarakat,  dengan  pendekatan  yang  humanis  dan  menjangkau  seluruh
kelompok  sasaran  program  KB.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa pelayanan
ini  menjadi  bukti  nyata  dari  komitmen institusinya  dalam menyukseskan visi
kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan
menyentuh  langsung  masyarakat,  terutama  di  wilayah  kepulauan  seperti
Kabaena.

“Kami dari DPPKB Bombana hadir langsung di tengah masyarakat Kabaena untuk
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memberikan pelayanan KB gratis yang optimal. Ini adalah bentuk dukungan kami
terhadap program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Lebih
dari itu, ini adalah bagian dari upaya bersama membangun keluarga yang sehat
dan berkualitas,” ujar Abdul Azis.

Pelayanan ini turut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bombana, Ir. H.
Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang
hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Keduanya menyampaikan apresiasi  atas
kinerja lapangan para penyuluh dan petugas KB yang dengan penuh dedikasi
melayani masyarakat di daerah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPPKB dan seluruh jajaran di lapangan.
Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah
kepulauan.  Kami  akan  terus  hadir  bersama  masyarakat,  memastikan  bahwa
program  kerja  kami  benar-benar  menyentuh  dan  bermanfaat,”  kata  Bupati
Burhanuddin saat berada di lokasi.

Selain  meninjau  langsung,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  juga  berdialog  dengan
masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan semangat kepada para
tenaga penyuluh agar terus bekerja dengan hati. Kehadiran pimpinan daerah ini
menambah semangat kerja jajaran DPPKB dalam memberikan pelayanan yang
maksimal.

Masyarakat pun menyambut baik program ini. Warga merasa terbantu dengan
kehadiran pelayanan KB gratis di wilayah mereka, yang selama ini tidak selalu
mudah diakses karena keterbatasan geografis. Beberapa warga bahkan mengaku
baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB langsung dari pemerintah daerah.

“Terima kasih sudah datang jauh-jauh memberikan pelayanan di desa kami. Kami
sangat  terbantu,  apalagi  semua  dilakukan  secara  gratis  dan  langsung  oleh
petugas yang ramah,” ujar salah seorang ibu rumah tangga di Desa Rahadopi.

Pelayanan  KB  gratis  ini  diharapkan  menjadi  langkah  strategis  dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga,
serta pengendalian jumlah penduduk secara berkelanjutan. DPPKB Bombana juga
menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan aktif ke desa-desa,
terutama  di  wilayah  yang  sulit  dijangkau,  guna  memastikan  semua  warga
mendapatkan hak pelayanan yang sama.



Ke depan,  program serupa akan terus digelar secara berkala di  wilayah lain
dalam  Kabupaten  Bombana.  Pemerintah  daerah  menargetkan  pemerataan
pelayanan KB dan edukasi keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan
sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Bappeda  Bombana  Gelar  Forum
Perangkat  Daerah  Susun  RKPD
2025
BOMBANA, SULTRANET.COM  –  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda)  Kabupaten  Bombana  menggelar  Forum  Perangkat  Daerah  dalam
rangka  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Tahun  2025.
Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda
Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam
memastikan  program  kerja  antar-OPD  berjalan  selaras,  terarah,  dan  sesuai
dengan  prioritas  pembangunan daerah.  Kepala  Bappeda  Bombana,  Husrifnah
Rahim,  menegaskan  bahwa  kegiatan  ini  menjadi  forum  strategis  untuk
menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan
sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum  ini  bertujuan  mempertajam  indikator  serta  target  kinerja  program,
kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.  Selain  itu,  kami  juga  menyelaraskan  pendanaan  berdasarkan
pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya,  forum ini  menjadi  ruang strategis  untuk  menyesuaikan rencana
kerja perangkat daerah dengan hasil  musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang)  RKPD  di  tingkat  kecamatan.  Dengan  begitu,  perencanaan
pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat
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paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi
salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana
kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah
dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan
masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun
menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih
intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan,
sehingga  program  pembangunan  dapat  berjalan  efektif,  efisien,  dan  tepat
sasaran,”  ujar  Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat
Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur
tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah  mencakup  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang
bersifat tahunan.

Di  sisi  lain,  forum  ini  juga  menjadi  media  koordinasi  antarsektor  untuk
mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan.  Dengan  adanya  penyelarasan
program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah
dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat  Daerah ini  mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten
Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif,
terukur,  dan  berbasis  pada  kebutuhan  riil  masyarakat.  Proses  ini  juga
menunjukkan  pentingnya  kolaborasi  antarpemangku  kepentingan  dalam
merancang  masa  depan  daerah  secara  bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun
program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah
kebijakan jangka  panjang daerah.  Ini  sekaligus  menjadi  momen refleksi  atas
pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar  ke depan,  perencanaan
yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan  berlangsung  dalam  suasana  dinamis  dan  produktif,  dengan  diskusi



terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini
menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan
pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025
diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang
berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.


